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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak
berlaku terhadap:
i penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk

keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah
dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan
ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku
Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat
menyel esaikan buku yang berjudul DIGITAL GOVERNANCE
(Konsep Digital Governance & Prakteknya). Buku "Digital
Governance".Buku ini menggunakan pendekatan akademis yang
komprehensif untuk mendorong pembaca memahami pentingnya
tata kelola berbasis digital dalam praktek untuk mencapai
kesuksesan  organisasi  publik dengan  meningkatnya

keterhubungan dan perubahan yang cepat.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan
bantuan selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga
menghaturkan terimakasi h untuk teman-teman yang meluangkan
waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini
dapat selesai lebih cepat.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun,
penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh
karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta
terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa

mendatang.
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BAB |
ADMINISTRASI PUBLIK

Pengertian Administrasi menjelaskan secara etimologis
serta berasal dari Bahasa Inggris yaitu administration atau to
administear artinya mengelola dalam me(manage) dan
menggerakan (to direct). Sehingga administrasi dalam pengertian
secara sempit adal ah kegiatan tata usaha seperti kesesuaian dalam
tulis menulis dan surat menyurat dalam kegiatan organisasi.
Administras juga sebagai korelasi bentuk proses kerja sama
antara dua orang manusia atau lebih (publik) berlandaskan atas
rasionalitas untuk mencapai sebuah tujuan yang telah dilakukan
sebelumnya (S.P. Siagian, 2004.2).

Pengertian administrasi publik yaitu suatu kebijakan
organisasi maupun pemerintah untuk dikelola dengan baik dalam
mencapal tujuan sebuah Negara secara efektif dan tepat. Pada
intinya memberikan pelayanan kepada publik untuk mengatur

organisasi sehingga berjalan dengan baik. Administrasi publik ini



mencakup sebuah lembaga diantaranya lembaga legidatif,
eksekutif dan yudikatif mengena suatu kebijakan publik.

Chandler dan Plano dalam Keban (2017:8) (Pasolong,
2019) mengungkapkan bahwa pengertian administrasi publik
merupakan proses pelayanan kepada publik untuk mengatur
sebuah organisass agar berjdan dengan bak serta
dikoordinasikan untuk dapat mengelola, memformulasikan dan
mengimplementasi terkait dengan suatu kebijakan publik.

Administrasi publik merujuk pada implementasi dalam
mengelola agar di formulasikan kembali terhadap kebijakan-
kebijakan dalam mencapai sebuah tujuan yang telah dilakukan
sebelumnya baik secara individu maupun kelompok.

John M. Pfiner dan Robert V. Presthus dalam Syéfiie
(2009:31) (Pasolong, 2019) menginterpretasikan administrasi
publik sebagai berikut:

1. Administrasi publik melibatkan implementasi kebijakan
pemerintah yang ditetapkan oleh badan perwakilan politik.
2. Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai koordinas

usaha-individu dan kelompok untuk melaksanakan



